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Abstrak

Penelitian ini mengkaji keadilan substantif yang tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 3831
K/Pid.Sus/2020, di mana majelis hakim Mahkamah Agung mengubah kualifikasi tindak pidana
terdakwa dari penguasaan narkotika tanpa hak berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) menjadi
penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan
laboratorium medis yang membuktikan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa. Persoalan utama
yang dikaji adalah bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan kasasi tersebut ditinjau dari
aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan sumber
data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh wawancara
narasumber akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat bukti medis
berupa hasil pemeriksaan urine, majelis hakim kasasi tetap mampu membangun keyakinan
berdasarkan fakta persidangan secara menyeluruh, yakni barang bukti sabu yang hanya seberat 0,49
gram berada jauh di bawah ambang batas pemakaian satu hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2010, tidak ditemukannya indikator peredaran gelap narkotika pada diri terdakwa,
serta pengakuan terdakwa bahwa telah dua kali membeli sabu tersebut dari temannya dan tidak
memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu. Putusan ini mencerminkan
keadilan substantif yang utuh karena memenuhi tiga nilai dasar hukum secara seimbang, yakni
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta menegaskan bahwa pemidanaan yang proporsional
harus didasarkan pada kebenaran materiil, bukan sekadar kekakuan formal dakwaan.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Penyalahguna Narkotika, Pertimbangan Hakim

Abstract

This study examines the substantive justice reflected in Cassation Decision Number 3831 K/Pid.Sus/2020,
in which the Supreme Court panel of judges reclassified the defendant’s criminal act from unlawful
possession of narcotics under Article 112 Paragraph (1) to self-abuse of Class I narcotics under Article 127
Paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, despite the absence of medical laboratory
evidence proving the presence of narcotics in the defendant’s body. The main issue examined is how
substantive justice is reflected in the cassation decision from juridical, sociological, and philosophical
perspectives. This study employs a normative approach using secondary data sources comprising primary,
secondary, and tertiary legal materials, supported by academic expert interviews. The findings indicate
that despite the absence of medical evidence in the form of urine test results, the cassation judges were able
to establish conviction based on the totality of trial facts, namely that the methamphetamine evidence
weighing only 0.49 grams was far below the single-day usage threshold under Supreme Court Circular
Number 4 of 2010, no drug trafficking indicators were found on the defendant, as well as the defendant’s
admission that he had purchased the crystal methamphetamine from a friend on two occasions and did not
possess authorization from the authorities to possess the narcotic.. This decision reflects comprehensive
substantive justice as it fulfills the three basic values of law in a balanced manner, namely legal certainty,
Jjustice, and utility, while affirming that proportional punishment must be based on material truth rather
than the rigid formalism of the indictment.

Keywords: Substantive Justice, Narcotics Self-Abuser, Judge’s Consideration.
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PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan sebagai
kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. Peredaran
dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga
merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, khususnya bagi
generasi muda sebagai penerus bangsa. Bahaya penyalahgunaan narkotika bersifat
multidimensi karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikis individu yang
bersangkutan, tetapi juga melahirkan persoalan sosial yang lebih luas seperti meningkatnya
angka kriminalitas, menurunnya produktivitas, dan hancurnya tatanan keluarga dalam
masyarakat. Sebagai respons atas ancaman tersebut, pemerintah telah mengundangkan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang membedakan secara tegas
antara pelaku pengedar dan pelaku penyalahguna narkotika sekaligus membentuk Badan
Narkotika Nasional sebagai lembaga khusus yang bertanggung jawab langsung kepada
Presiden dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membedakan secara tegas
antara pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika dengan pelaku penyalahguna
narkotika. Pasal 112 dan Pasal 114 ditujukan bagi mereka yang terlibat dalam jaringan
peredaran gelap narkotika dengan ancaman pidana yang sangat berat, sementara Pasal 127
secara khusus mengatur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dengan ancaman pidana
yang lebih proporsional. Pembedaan ini bukan sekadar perbedaan teknis hukum, melainkan
mencerminkan filosofi bahwa penyalahguna narkotika memiliki kedudukan hukum yang
berbeda dari pengedar dan karenanya harus diperlakukan secara berbeda pula dalam proses
penegakan hukum. Diferensiasi perlakuan hukum ini merupakan cerminan dari kebijakan
kriminal (criminal policy) yang bertujuan untuk menempatkan setiap pelaku tindak pidana
narkotika pada posisi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dalam praktik penegakan hukum, pembedaan antara pengedar dan penyalahguna
tersebut kerap tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Tidak sedikit terdakwa yang
sesungguhnya hanya berkedudukan sebagai penyalahguna justru didakwa dan dihukum
dengan pasal-pasal yang ditujukan bagi pengedar. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya
konstruksi pembuktian, di mana pemeriksaan untuk membuktikan ada tidaknya kandungan
narkotika dalam tubuh terdakwa kerap tidak dilakukan atau hasilnya tidak dilampirkan dalam
berkas perkara. Padahal, bukti semacam itulah yang secara ilmiah dan yuridis paling mampu
memperlihatkan apakah seseorang benar-benar menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri
atau tidak. Ketika bukti tersebut absen, penegak hukum kehilangan instrumen paling objektif
untuk menentukan kualifikasi terdakwa, dan yang terjadi kemudian adalah penentuan
kualifikasi yang bertumpu semata-mata pada barang bukti fisik berupa narkotika yang
ditemukan, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh tujuan dan konteks penguasaan
narkotika tersebut.

Salah satu perkara yang secara nyata mencerminkan kompleksitas persoalan tersebut
adalah perkara dengan terdakwa Rifki Mustopa bin Muklas dalam Putusan Kasasi Nomor 3831
K/Pid.Sus/2020. Pada tingkat pertama melalui Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Tjk,
terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika
golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 dan dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda sejumlah
Rp800.000.000,00. Putusan ini dikuatkan pada tingkat banding melalui Putusan Nomor
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36/PID/2020/PT Tjk dengan mengurangi pidana menjadi 4 tahun 6 bulan. Padahal fakta
persidangan menunjukkan bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram yang
diperoleh dengan cara membeli untuk digunakan sendiri, tanpa keterlibatan dalam jaringan
peredaran gelap narkotika, tanpa dilakukannya pemeriksaan kandungan narkotika dalam
tubuh terdakwa, dan tanpa didakwakannya pasal yang secara khusus mengatur
penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Pada tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung menilai bahwa putusan judex facti
didasarkan pada kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru karena tidak berpijak pada
fakta hukum yang relevan secara yuridis. Majelis hakim kasasi mengubah kualifikasi tindak
pidana menjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri berdasarkan Pasal 127
Ayat (1) huruf a dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Putusan kasasi ini
menjadi cerminan nyata betapa pentingnya pendekatan yang menyeluruh dan proporsional
dalam penanganan perkara narkotika, sekaligus memunculkan pertanyaan mendasar
mengenai bagaimana keadilan substantif tercermin dalam putusan tersebut ditinjau dari aspek
yuridis, sosiologis, dan filosofis. Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis keadilan substantif yang tercermin dalam Putusan Kasasi Nomor 3831
K/Pid.Sus/2020, khususnya dalam konteks ketiadaan bukti medis berupa hasil pemeriksaan
laboratorium kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya
mengenai standar pembuktian dan penerapan keadilan substantif dalam perkara
penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yakni penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan berupa norma-norma hukum,
doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang
berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini
berfokus pada kajian terhadap putusan pengadilan dan norma hukum yang berlaku dalam
perkara tindak pidana narkotika. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang
terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan
hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber akademisi dari Fakultas Hukum
Universitas Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode induktif, yakni
menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian untuk kemudian
dikembangkan menjadi suatu konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif dan dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Perkara Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020

Sebelum mengurai keadilan substantif dalam putusan kasasi ini, perlu terlebih dahulu
dipahami gambaran umum perkara yang menjadi objek penelitian. Perkara ini berawal pada
hari Sabtu tanggal 28 September 2019, ketika terdakwa Rifki Mustopa bin Muklas
menghubungi temannya bernama Nia dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu.
Terdakwa kemudian pergi ke Gang Ampai untuk bertemu dengan Nia dan menyerahkan uang
sebesar Rp300.000,00, lalu Nia memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada
terdakwa. Setelah itu terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan ketika sedang duduk di
depan pintu, datang Saksi Ananta Fachroel dan Saksi Alam Hudaya Puspanegara yang
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merupakan anggota polisi Direktorat Narkoba Polda Lampung untuk melakukan penangkapan
berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan
narkotika. Ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah
handphone Samsung yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan
kristal putih, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris disimpulkan mengandung
metamfetamina dengan berat 0,49 gram yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor
urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 114 Ayat (1)
atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 127
Ayat (1) huruf a sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum, sehingga tidak terdapat
landasan dakwaan yang secara langsung mengakomodasi kemungkinan kualifikasi terdakwa
sebagai penyalahguna. Di samping itu, penyidik tidak melakukan pemeriksaan urine terhadap
terdakwa atau apabila dilakukan, hasilnya tidak dilampirkan dalam berkas perkara, sehingga
tidak terdapat alat bukti surat yang dapat membuktikan ada tidaknya kandungan narkotika
dalam tubuh terdakwa. Mekanisme asesmen terpadu yang seharusnya wajib ditempuh sesuai
Peraturan Bersama Nomor 1 Tahun 2014 dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021
juga tidak dilaksanakan, mengingat barang bukti yang ditemukan hanya seberat 0,49 gram atau
jauh di bawah ambang batas satu gram pemakaian satu hari. Keseluruhan kekosongan
prosedural ini menyebabkan judex facti kehilangan instrumen paling objektif untuk
menentukan kualifikasi terdakwa secara tepat dan proporsional.

Melalui Putusan Nomor 1593/Pid.Sus/2019/PN.Tjk, majelis hakim Pengadilan Negeri
Tanjung Karang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak
menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan menjatuhkan pidana penjara selama 5
tahun 6 bulan. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui Putusan
Nomor 36/PID/2020/PT Tjk dengan mengurangi pidana menjadi 4 tahun 6 bulan. Pada tingkat
kasasi, melalui Putusan Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020, majelis hakim Mahkamah Agung menilai
bahwa putusan judex facti didasarkan pada kesimpulan dan pertimbangan hukum yang keliru,
mengubah kualifikasi tindak pidana menjadi penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri
sendiri berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1
tahun 6 bulan.

Keadilan Substantif dalam Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020

Keadilan substantif merupakan konsep yang menuntut agar hukum tidak hanya
diterapkan secara prosedural, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan yang
sesungguhnya. Keadilan substantif berarti aturan-aturan yang ada harus mencerminkan
keadilan dan tidak hanya diterapkan secara mekanis. Apabila aturan tidak adil atau tidak
relevan dengan kenyataan di masyarakat, maka aturan ini acap kali dilanggar. Dalam hukum
pidana, prinsip ini mendorong hakim untuk mampu melihat jauh dari sekadar kepastian hukum
dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didasarkan pada keadilan yang diharapkan
oleh masyarakat. John Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dari
institusi sosial, sehingga hukum dan institusi yang tidak adil harus direformasi atau dihapuskan
meskipun tampak efisien dan rapi.

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa keadilan substantif harus menjadi tujuan
utama semua proses peradilan, yang mempertimbangkan konteks moral, sosial, dan
kemasyarakatan di samping pelaksanaan asas hukum secara harfiah. Hakim tidak hanya
berperan sebagai corong undang-undang yang melaksanakan aturan secara mekanis, tetapi
juga sebagai pihak yang harus menyeimbangkan antara kejelasan hukum dan keadilan
substantif, dengan memanfaatkan penemuan hukum (rechtsvinding) dan penafsiran yang lebih
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fleksibel guna menjamin bahwa putusannya tidak hanya sesuai dengan hukum tertulis, tetapi
juga adil dan relevan bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mewujudkan putusan yang
memenuhi rasa Kkeadilan substantif, Mahkamah Agung melalui instruksi Nomor
KMA/015/INST/VI/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para hakim
menghasilkan putusan yang berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang
utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal
sehat). Idealnya, putusan hakim yang dapat dikatakan memenuhi rasa keadilan substantif
apabila aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam pertimbangan hakim terpenuhi secara
seimbang. Berikut diuraikan ketiga aspek pertimbangan tersebut dalam Putusan Kasasi Nomor
3831 K/Pid.Sus/2020.

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis hakim memiliki peran yang sangat menentukan dalam
menjatuhkan putusan pidana. Ketepatan hakim dalam menafsirkan dan menerapkan norma
hukum berpengaruh langsung terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa. Dalam perkara a quo, pertimbangan yuridis majelis hakim kasasi dibangun di atas
penilaian menyeluruh terhadap seluruh alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Pasal 183
KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah
meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam
perkara ini, keterangan dua orang saksi verbalisan yang merupakan penyidik dari Direktorat
Narkoba Polda Lampung mengungkapkan bahwa pada saat penangkapan terdakwa tidak
sedang mengonsumsi sabu dan tidak sedang melakukan transaksi sabu. Alat bukti surat berupa
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 342 BJ]/X/2019/Balai Lab Narkoba
membuktikan bahwa barang bukti yang ditemukan mengandung metamfetamina golongan 1.
Keterangan terdakwa sendiri secara konsisten mengakui bahwa telah dua kali membeli sabu
tersebut dari Nia dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan narkotika
jenis sabu. Keseluruhan alat bukti tersebut secara kumulatif membangun keyakinan hakim
yang proporsional tanpa harus bergantung pada satu jenis alat bukti tertentu.

Meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan urine yang membuktikan kandungan
narkotika dalam tubuh terdakwa, ketiadaan alat bukti tersebut tidak serta merta
menggugurkan kesimpulan hakim. Sistem pembuktian pidana Indonesia tidak mensyaratkan
satu jenis alat bukti tertentu sebagai syarat mutlak, melainkan mensyaratkan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Meskipun tidak terdapat hasil
pemeriksaan laboratorium urine, ketiadaan alat bukti tersebut tidak serta merta
menghapuskan keyakinan hakim yang telah dibangun berdasarkan keseluruhan fakta
persidangan, dan fakta terdakwa membeli sabu dalam jumlah yang sangat kecil, perbuatan
terdakwa yang telah dua kali membeli sabu tanpa adanya izin dari pihak berwenang, serta tidak
disertai oleh satupun indikator keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika, telah cukup
untuk membangun keyakinan hakim secara proporsional.

Persoalan yang juga perlu mendapat perhatian serius dalam pertimbangan yuridis
perkara ini adalah praktik sebagian aparat penegak hukum yang mengasumsikan bahwa
apabila masih terdapat sisa barang bukti narkotika yang belum digunakan pada saat
penangkapan, maka barang bukti tersebut dianggap akan dijual atau diedarkan kembali oleh
terdakwa kepada pihak lain, sehingga terdakwa secara otomatis dikategorikan sebagai
pengedar. Asumsi semacam ini jelas tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena sistem
pembuktian pidana Indonesia menghendaki bahwa setiap kesimpulan hukum harus
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didasarkan pada fakta yang terbukti melalui alat bukti yang sah, bukan pada praduga atau
asumsi yang tidak didukung oleh bukti yang nyata. Keberadaan sisa barang bukti narkotika
pada diri seseorang sama sekali tidak dapat dengan sendirinya menjadi bukti bahwa yang
bersangkutan berniat mengedarkan narkotika tersebut, terlebih apabila jumlahnya sangat kecil
dan tidak disertai oleh indikator-indikator peredaran lainnya. Majelis hakim kasasi dengan
tepat menolak asumsi tersebut dan mendasarkan kesimpulannya pada fakta konkret yang
terbukti di persidangan. Secara normatif, pertimbangan majelis hakim kasasi juga mempunyai
landasan yang kuat berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang menetapkan kriteria objektif
bahwa barang bukti narkotika tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari, di mana untuk
kelompok metamfetamina atau sabu batasnya adalah satu gram. Dalam perkara ini, barang
bukti sabu hanya seberat 0,49 gram atau kurang dari separuh ambang batas yang ditentukan,
sehingga secara objektif telah memenuhi kriteria tersebut. Selanjutnya, SEMA Nomor 1 Tahun
2017 mempertegas bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai
narkotika namun ditemukan barang bukti dalam jumlah kecil sesuai batasan SEMA Nomor 4
Tahun 2010, perbuatan terdakwa tetap dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika
golongan [ bagi diri sendiri.

Mengenai keberanian majelis hakim kasasi dalam menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal
127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan oleh penuntut umum, hal ini dapat
dipertanggungjawabkan secara yuridis berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam Pasal 182
Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP bahwa musyawarah hakim dalam pengambilan putusan harus
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam fakta persidangan.
Dengan landasan tersebut, hakim kasasi berwenang menjatuhkan pidana atas tindak pidana
tertentu yang sejenis dan lebih ringan meskipun tidak didakwakan secara eksplisit. Tindakan
ini juga sejalan dengan yurisprudensi yang konsisten dari Mahkamah Agung melalui Putusan
Nomor 818 K/Pid/1984 dan Putusan Nomor 1626/Pid.Sus/2012, serta dengan asas in dubio
pro reo yang menyatakan bahwa keputusan yang diambil haruslah yang paling menguntungkan
bagi terdakwa apabila terdapat keraguan. Tindakan hakim kasasi dalam perkara ini dengan
demikian bukan merupakan penyimpangan dari sistem hukum, melainkan justru merupakan
pelaksanaan fungsi yudisial yang berintegritas demi mewujudkan kebenaran materiil.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim berdasarkan aspek sosiologis adalah proses di mana hakim melihat
dampak, latar belakang, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam memutus suatu
perkara. Tujuannya agar putusan tersebut tidak sekadar menegakkan hukum secara kaku,
tetapi juga memberikan keadilan sosial dan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat. Hakim
dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis saja, melainkan juga
mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga hukum
tidak hanya menjadi sarana penghukuman tetapi juga sebagai instrumen rekonstruksi sosial
yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, memperbaiki perilaku sosial pelaku, dan
memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi dalam perkara a quo berangkat dari
pemahaman mendalam bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kenyataan sosial yang
melatarbelakangi suatu perbuatan. Fakta yang sangat signifikan dalam perkara ini adalah
bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa yang bersangkutan
telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Informasi dari masyarakat ini secara sosiologis
memperkuat gambaran bahwa terdakwa dikenal di lingkungannya sebagai pengguna
narkotika, bukan sebagai pengedar. Apabila terdakwa adalah seorang pengedar yang aktif,
maka informasi dari masyarakat yang sampai kepada aparat kepolisian tentu akan bernada
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berbeda, yakni informasi mengenai aktivitas penjualan atau pendistribusian narkotika, bukan
sekadar informasi mengenai penyalahgunaan.

Perbedaan antara pengguna dan pengedar bukan sekadar perbedaan teknis hukum,
melainkan perbedaan yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Pengedar narkotika
bergerak dengan motif keuntungan finansial, memiliki jaringan distribusi, menyimpan
narkotika dalam jumlah besar, dan secara aktif mencari pembeli. Sebaliknya, pengguna
narkotika hanya bersinggungan dengan narkotika untuk kepentingan konsumsi pribadinya
sendiri, memperoleh narkotika dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan konsumsinya, dan tidak
memiliki kepentingan untuk mendistribusikan kepada pihak lain. Dalam perkara ini, seluruh
ciri-ciri seorang pengguna terpenuhi pada diri terdakwa dan tidak satupun ciri-ciri seorang
pengedar yang dapat dibuktikan. Majelis hakim kasasi menangkap perbedaan mendasar ini dan
menjadikannya salah satu dasar pertimbangan sosiologis yang kuat.

Pertimbangan sosiologis berikutnya adalah kesadaran majelis hakim kasasi bahwa
menyamakan kedudukan hukum seorang pengguna narkotika dengan pengedar akan
menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata dan dampak negatif yang kontraproduktif.
Terdakwa tidak memiliki motif untuk mendistribusikan narkotika, tidak memperoleh
keuntungan apapun dari perbuatannya, dan jumlah narkotika yang dikuasainya sangat kecil
sehingga secara akal sehat hanya cukup untuk konsumsi pribadi. Apabila terdakwa tetap
dihukum dengan kualifikasi sebagai pengedar yang ancaman pidananya jauh lebih berat,
putusan tersebut tidak hanya tidak proporsional tetapi juga tidak akan dirasakan adil oleh
masyarakat yang memahami kedudukan terdakwa. Pemidanaan yang tidak proporsional
terhadap seorang penyalahguna narkotika tidak akan memberikan manfaat sosial yang berarti,
karena akar persoalan yang melatarbelakangi perilaku penyalahgunaan tidak akan
terselesaikan hanya dengan penjatuhan hukuman yang berat.

Lebih jauh, terdapat dimensi sosiologis yang berkaitan dengan fungsi preventif dari
pemidanaan. Pemidanaan yang tepat sasaran terhadap terdakwa sebagai penyalahguna
narkotika tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada terdakwa secara pribadi, tetapi
juga dimaksudkan sebagai pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa penyalahgunaan
narkotika dalam bentuk apapun tetap merupakan perbuatan yang dilarang dan akan diproses
secara hukum. Dengan demikian, putusan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran
masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, sehingga tujuan pemberantasan tindak
pidana narkotika dapat tercapai secara bertahap. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa
majelis hakim kasasi menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pengendalian sosial (social
control) yang harus bekerja secara tepat sasaran, bukan sekadar sebagai sarana pembalasan.

Tidak kalah pentingnya, pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi juga mencakup
fungsi hukum sebagai sarana rekonstruksi sosial. Seseorang penyalahguna narkotika yang
ditangani secara keliru sebagai pengedar hanya akan menempatkan pelaku dalam probabilitas
yang tinggi untuk semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin malah akan terseret lebih dalam
ke dalam pusaran tindak pidana narkotika yang lebih serius. Dengan mengkualifikasikan
terdakwa secara tepat sebagai penyalahguna, putusan kasasi ini membuka ruang bagi
penanganan yang lebih bermakna dan terarah, sehingga terdakwa berpotensi untuk kembali
menjadi anggota masyarakat yang produktif. Di samping itu, putusan ini juga bermanfaat bagi
masyarakat luas karena menegaskan bahwa sistem peradilan mampu bekerja secara cermat
dan proporsional dalam membedakan antara penyalahguna dan pengedar narkotika, sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap hukum tetap terjaga.

Pertimbangan sosiologis majelis hakim kasasi dalam perkara a quo dengan demikian
telah mencerminkan keadilan substantif yang sesungguhnya. Majelis hakim kasasi tidak hanya
membaca fakta secara formal dan tekstual, tetapi juga memahami konteks sosial yang
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melatarbelakangi perbuatan terdakwa secara menyeluruh. Putusan yang dihasilkan bukan
sekadar putusan yang benar secara hukum, melainkan putusan yang dapat diterima dan
dirasakan adil oleh masyarakat, karena menempatkan terdakwa sesuai dengan peran dan
kondisi sosialnya yang nyata sekaligus menegaskan fungsi pemidanaan sebagai sarana
pencegahan sosial yang bertujuan melindungi masyarakat secara luas.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan hakim berdasarkan aspek filosofis menggambarkan bahwa dalam
memutus suatu perkara, hakim tidak boleh hanya terpaku pada bunyi undang-undang secara
harfiah, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan
kemanusiaan yang ada pada setiap ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara a quo,
pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi tercermin melalui tiga landasan utama, yakni
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang masing-masing saling menopang satu sama
lain dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya benar secara formal tetapi juga bermakna
secara substansial.

Dari sisi keadilan, majelis hakim kasasi menunjukkan keberanian untuk mengoreksi
kesimpulan judex facti yang dinilai tidak mencerminkan fakta hukum yang sesungguhnya
terungkap di persidangan. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
sebelumnya mengkualifikasikan perbuatan terdakwa sebagai penguasaan narkotika tanpa hak
berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika, padahal fakta persidangan secara terang
menunjukkan bahwa terdakwa hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram yang dibeli untuk
digunakan sendiri tanpa keterlibatan dalam peredaran gelap narkotika. Secara filosofis,
keadilan menuntut bahwa kualifikasi perbuatan seseorang harus mencerminkan apa yang
sesungguhnya dilakukan, bukan sekadar apa yang didakwakan. Keadilan juga menuntut
proporsionalitas, yakni bahwa sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan bobot
perbuatan yang dilakukan. Menjatuhkan pidana selama 5 tahun 6 bulan kepada seseorang yang
hanya menguasai sabu seberat 0,49 gram untuk dikonsumsi sendiri jelas tidak memenuhi
tuntutan proporsionalitas tersebut dan karenanya bertentangan dengan nilai keadilan yang
sesungguhnya.

Dari sisi kepastian hukum, pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi tercermin dalam
ketekunannya menerapkan ketentuan hukum yang paling sesuai dengan fakta yang terbukti di
persidangan. Majelis hakim kasasi tidak membiarkan kekeliruan kualifikasi yang terjadi di
tingkat judex facti, melainkan meluruskannya dengan bersandar pada ketentuan hukum yang
memang dirancang khusus untuk menjangkau perbuatan terdakwa, yakni Pasal 127 Ayat (1)
huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kepastian hukum yang sesungguhnya bukan
berarti kekakuan formal dalam mengikuti bunyi dakwaan semata, melainkan kepastian bahwa
setiap orang dihukum sesuai dengan perbuatan yang benar-benar terbukti dilakukannya.
Dengan menjatuhkan putusan yang mengoreksi kualifikasi tersebut, majelis hakim kasasi
memberikan kepastian hukum yang jelas bahwa setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak
pidana tetap dikenakan sanksi yang sesuai, namun sanksi tersebut harus benar-benar
mencerminkan perbuatan yang terbukti secara materiil. Kepastian hukum yang demikian tidak
hanya bermanfaat bagi terdakwa, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena menegaskan bahwa
sistem peradilan bekerja secara cermat dalam menentukan kualifikasi dan berat ringannya
pidana yang dijatuhkan.

Dari sisi kemanfaatan, pertimbangan filosofis majelis hakim kasasi menunjukkan
keyakinan bahwa pemidanaan yang bermakna adalah pemidanaan yang memberikan dampak
nyata, baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat. Bagi terdakwa, pidana yang dijatuhkan
berdasarkan kualifikasi yang tepat memberikan kesempatan untuk menjalani pembinaan yang
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sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya, sehingga terdakwa berpotensi memperbaiki diri dan
kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Sebaliknya, apabila terdakwa
dijatuhi pidana yang berat berdasarkan kualifikasi pengedar padahal ia hanyalah seorang
pengguna, pemidanaan tersebut tidak hanya tidak memberikan manfaat bagi terdakwa, tetapi
juga kontraproduktif bagi upaya pemberantasan narkotika secara menyeluruh karena tidak
menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Bagi masyarakat luas, putusan kasasi ini
berfungsi sebagai sarana edukasi hukum yang menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika
dalam bentuk apapun, meskipun hanya untuk dikonsumsi sendiri, tetap merupakan perbuatan
yang dilarang dan akan diproses secara hukum.

Keseluruhan pertimbangan filosofis tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim
kasasi tidak terjebak pada formalitas dakwaan dan keterbatasan alat bukti, melainkan mampu
menembus ke dalam substansi perkara untuk menghasilkan putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan sosial. Putusan kasasi dalam perkara a quo
dengan demikian bukan sekadar menjadi koreksi atas kesalahan judex facti, tetapi juga menjadi
cerminan bahwa pemidanaan yang baik adalah pemidanaan yang berpijak pada kebenaran,
dijiwai oleh keadilan, dan diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi semua pihak.
Ketiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan terpenuhi secara
seimbang dalam putusan ini, yang menjadi indikator utama terwujudnya keadilan substantif
yang sesungguhnya.

Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Narkotika

Putusan Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020 membawa implikasi penting dan mendasar
bagi praktik penegakan hukum narkotika di Indonesia. Implikasi pertama berkaitan dengan
standar pembuktian dalam perkara penyalahgunaan narkotika. Putusan ini menegaskan bahwa
ketiadaan hasil pemeriksaan medis tidak serta merta menggugurkan kualifikasi seseorang
sebagai penyalahguna narkotika, apabila fakta persidangan secara keseluruhan sudah cukup
membangun keyakinan hakim. Namun demikian, putusan ini sekaligus menjadi peringatan
keras bagi aparat penegak hukum bahwa prosedur pemeriksaan laboratorium terhadap tubuh
tersangka dan mekanisme asesmen terpadu harus ditempuh sejak tahap penyidikan agar
konstruksi pembuktian lebih kuat, lebih objektif, dan tidak membuka ruang perdebatan yang
lebar di kemudian hari.

Implikasi kedua berkaitan dengan larangan penggunaan asumsi dalam penentuan
kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika. Putusan ini secara tidak langsung menegaskan
bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan asumsi semata dalam menentukan
apakah barang bukti narkotika yang ditemukan akan digunakan sendiri atau diedarkan. Setiap
kualifikasi harus didasarkan pada fakta yang terbukti secara sah melalui alat bukti yang
memadai. Aparat penegak hukum dituntut untuk menggali lebih dalam fakta yang
melatarbelakangi penguasaan narkotika tersebut, mencakup penelusuran terhadap cara
perolehan, jumlah dan harga pembelian, ada tidaknya komunikasi dengan calon pembeli, serta
ada tidaknya indikator keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Implikasi ketiga berkaitan dengan pentingnya penerapan diferensiasi kualifikasi yang
tepat antara pengedar dan penyalahguna narkotika sejak tahap penuntutan. Putusan ini
memperlihatkan bahwa tidak didakwakannya Pasal 127 oleh penuntut umum merupakan
kekosongan yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan, karena hakim pada tingkat pertama
dan banding kehilangan koridor untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa secara tepat.
Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 sebenarnya sudah secara tegas mengatur bahwa
apabila barang bukti tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari, penuntut umum wajib
mendakwakan Pasal 127 secara alternatif. Kepatuhan terhadap pedoman ini harus ditegakkan
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secara konsisten agar tidak terjadi lagi kasus serupa di kemudian hari. Implikasi keempat
berkaitan dengan penguatan fungsi hakim sebagai penegak keadilan materiil. Putusan ini
menjadi preseden bahwa hakim tidak harus terpaku pada konstruksi dakwaan yang keliru
apabila fakta persidangan menunjukkan hal yang berbeda, selama tindakan tersebut
didasarkan pada yurisprudensi yang kuat dan prinsip-prinsip hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan. Keberanian hakim kasasi dalam perkara ini menjadi contoh nyata
bahwa hakim harus menjalankan fungsinya sebagai penegak kebenaran materiil, bukan
sekadar pelaksana formal dari apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan
Kasasi Nomor 3831 K/Pid.Sus/2020 telah mencerminkan keadilan substantif yang
sesungguhnya meskipun tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratorium medis yang
membuktikan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa. Secara yuridis, majelis hakim
kasasi membangun keyakinannya berdasarkan keseluruhan fakta persidangan, didukung oleh
kerangka normatif SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta
yurisprudensi yang konsisten dari Mahkamah Agung, sehingga menghasilkan kualifikasi yang
tepat berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Secara sosiologis, putusan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang
perbedaan nyata antara pengguna dan pengedar narkotika dalam realitas sosial masyarakat,
sekaligus menempatkan pemidanaan sebagai instrumen pengendalian sosial yang bekerja
secara tepat sasaran. Secara filosofis, putusan ini menyeimbangkan tiga nilai dasar hukum
yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara proporsional, sehingga pemidanaan
yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan
secara moral dan sosial. Putusan kasasi ini dengan demikian membuktikan bahwa pemidanaan
yang baik adalah pemidanaan yang berpijak pada kebenaran materiil, dijiwai oleh keadilan, dan
diarahkan untuk memberikan manfaat yang nyata bagi terdakwa maupun masyarakat luas.
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